
., 

BUPATI SEMARANG 

PERATURANBUPATISEMARANG 

NOMOR 83 TAHUN 2013 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 91 TAHUN 2011 
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, 
KANTOR PENANAMAN MODAl, DAN PERIJINAN TERPADU DAN 

Menimbang 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATENSEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Ducruh l<ubup11tcm 
Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubuhu11 l{mluu 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tull un 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanuan 
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, 
Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 
Semarang, maka dalam rangka memberikan pedoman 
operasional dalam melaksanakan tugasnya perlu disesuaikan 
tugas pokok, fungsi, dan rincian t-...1gas Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, 
dan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Semarang; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perub1.1l11111 I 11K118 polt11k 1 

fungsi, dan rincian tugas Inspektorat dan Kunlor Penanunmn 
Modal dan Perijinan Terpadu maka dipandang perlu merubah 
Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, 
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sen1arang; 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun tt>fiO lt 111l11ng 1'1111il1cntukan 
Daerah-daerah Kabuputen Dalam l .. l11ijlu111ijun Prnplnsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra 
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 1181 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 723); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambuhun 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tuhun I l)<J2 tc11t11ng 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Ducrnh TinKlrnt II 
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semnrung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembarar1 Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemcrintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahun Ducrnh 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndoncHiu 1'11111111 

2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Ncgurn l~cpulJIII< 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlung 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor '7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentung Pcnges1.1l11111, 
Pengundangan, Dan Penyebarluasan. Pcru111n111 1'1~runcl11111., 
undangan; 

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelaya1wn 
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 694); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14)~ 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah 
Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah 
Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
11); 

19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah, 
Kanter Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang (Berita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 91); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SEMARANG NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS 
POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH, KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN 
TERPADU DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 
2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Sadan Perencanuun 
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, J<1:1ntor Pc11un11n11111 
Modal Dan Perijinan Terpadu Dan Sadan Penanggulungan Bencunu Ducrnh D1ll'r11li 
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 201 1 Nornor 9 l) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketenttian Angka Romawi II INSPEKTORAT diubah sehingga Angka Romawi II 
INSPEKTORAT berbunyi sebagai berikut : 

II. INSPEKTORAT. 

A. INSPEKTUR. 

1. TUGAS POKOK: 

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanuun un1Hun 
pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, 
dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 

2. FUNGSI: 

a. perencanaan program pengawasan; 
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 

pengawasan; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

3. RINCIAN TUGAS : 

a. merumuskan program kerja dan anggaran Inspektorat; 
b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 
c. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan pelaksanaan 

urusan pemerintahan; 
d. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa; 

e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemeriksaan, 
pengusutan, pengujian dan penilafan tugas pengawasan dalam 
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rangka peningkatan kegiatan bidang pengawasan di tingkat 
Daerah; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
pengawasan; 

g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat; 
h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 
1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

B. SEKRETARIAT. 

1. TUGAS POKOK : 

Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dibidang penyusunan 
perencanaan, urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian 
dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan. 

2. FUNGSI: 

a. pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, 
administrasi kepegawaian dan rumah tangga Inspektorat; 

b. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
kegiatan lnspektorat; dan 

c. evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan; 

3. RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat; 
b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pclnksunuun 

kegiatan; 
c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengcndullun re11c111rn 

program kerja pengawasan; 
d. menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hu1::1il 

pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; 
e. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 
f. menyusun, menginventarisasi data dalam rangka penatausahaan 

proses penanganan pengaduan; 
g. melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu, Seksi -

Seksi dan Pejabat Fungsionai Pengawasan di lingkungan 
Inspektorat guna penyusunan laporan hasil pemerikHHun; 

h. menyiapkan konsep kcbijukan Inspektur dulu111 p1•11y1•lcng~111111111 
pengawasan; 

1. melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawulun, 
keuangan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga sesuai 
ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

J. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan Inspektorat; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
kesekretariatan; 

1. menyusun laporan pertanggun&jawaban pelaksanaan kegiatan 
Sekretariat; 
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m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

C. SUBBAGIAN PERENCANAAN. 

1. TUGAS POKOK : 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Perencanaan. 

2. RINCIAN TUGAS: 

a. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan; 
b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 
c. menyiapkan rencana/ program kerja umum dan pengawasan 

serta fasili tasi; 
d. menyiapkan peraturan perundang-undangan; 
e. menyusun laporan program kerja dan statistik Inspektorat; 
f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; 
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Perencanaan; 
h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Perencanaan; 
1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 
J. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

D. SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN. 

1. TUGAS POKOK : 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang evaluasi dan 
pelaporan. 

2. RINCIAN TU GAS : 

a. menyusun program kerja Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan; 
b. membagi tugas kepada bawahan dan mengaruhkun pclulrnu1111u11 

kegiatan; 
c. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan; 
d. menginventarisasi hasil dan tindaklanjut pangawasan; 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Evaluasi Da..., Pelaporan; 
f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan; 
g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 
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h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

E. SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM. 

1. TUGAS POKOK : 

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang AdministmHI dun 
Umum. 

2. RINCIAN TUGAS: 

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Administrasi 
dan Umum; 

b. membagi tugas kepada bawahan dan n1engarahkan pelaksanaan 
kegiatan; 

c. melaksanakan pengelolaan tata usaha surnt rnenyural cl1111 

kearsipan, perlengkapan dun rumuh tangga; 
d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaiun; 
e. pengelolaan administrasi, inventari.sasi, pengkajian, anullt-ils 

pelaporan; 
f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; 
g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pengawasan 

bidang keuangan di lingkungan Inspektorat; 
h. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

(RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Administrasi dan Umum;' 

J. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Administrasi dan Umum; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

F. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dibidang pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pernerintahan daerah dan kasus 
pengaduan wilayah I. 

2. FUNGSI: 
a. pengusulan program pengawasan lingkup Inspektur Pembantu 

Wilayah I; 
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan lingkup Inspektur 

Pembantu Wilayah I; 
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah lin;lmp lnspektur P@m'bantY Wilare.h I; aan 
d. pcm1utfik1aan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 

pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Wiiayah I. 
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3. RINCIAN TUGAS: 
a. menyusun program kerja dan anggaran Inspektur Pembantu 

Wilayah I; 
b. membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 
c. merumuskan kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan desa; 

d. mengoordinasikan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi 
terjadinya penyimpangan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa, clan pelaksanaan 
urusan pemerintahan desa; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Inspektur Pembantu Wilayah I; 

f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
Inspektur Pembantu Wilayah I; 

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai. peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

G. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dibidang pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan claerah dan kasus 
pengaduan wilayah II. 

2. FUNGSI: 
a. pengusulan program pengawasan lingkup Inspektur Pem ban tu 

Wilayah II; 
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan ll11~1<11p lnsrwhl11r 

Pembantu Wilayah II; 
c. pengawasan terhaclap penyelenggaraan uruimn pcineri111ul1un 

claerah lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II; dan 
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian clan penilaian tugas 

pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II. 

3. RINCIAN TUGAS: 
a. menyusun program kerja dan anggaran lingkup Inspektur 

Pembantu Wilayah II; 
b. membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai 

bidang tugasnya; 
c. merumus!<an kebijakan teknis penga.wasan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah, penyelengg{traan pemerintahan desa clan 
pelaksanaan urusan pemerin tahan desa; 

d. mengoordinasikan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi 
terjadinya penyimpangan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan 
urusan pemerintahan desa; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Inspektur Pembantu Wilayah II; 

f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
Inspektur Pembantu Wilayah II; 
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g. menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas;dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

H. INSPEKTUR PEMBANTU WILl\YAH III 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dibidang pengawasan 
terr..adap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus 
pengaduan wilayah III. 

2. FUNGSI: 
a. pengusulan program pengawasan lingkup Inspektur Pembantu 

Wilayah III; 
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan lingkup Inspektur 

Pembantu Wilayah III; 
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah lingkup lnspektur Pembantu Wilayah III; dan 
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III. 

3. RINCIAN TUGAS: 
a. menyusun program kerja dan anggaran Inspektur Pembantu 

Wilayah III; 
b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 
c. merumuskan kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan desa; 

d. mengoordinasikan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi 
terjadinya penyimpangan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan peluksnnuun 
urusan pemerinta.han desa; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pclulum1111un l<el,(i11tu11 
Inspektur Pembantu Wilayah III; 

f. membuat laporan pertangg1..1ngjawaban pelaksanaan kcgiu lun 
lnspektur Pembantu Wilayah III; 

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

I. lNSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV 

1. TUGAS POKOK : 
Mclaksanakan sebagian tugus Inspcktorat di1Jidu11g pcng11w11Hun 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dun kuHus 
pengaduan wilayah IV. 

2. FUNGSI: 
a. pengusulan program pengawasan lingkup Inspektur Pembantu 

Wilayah IV; 
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b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan lingkup Inspektur 
Pembantu Wilayah IV; 

c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan 

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV. 

3. RINCIAN TUGAS: 
a. menyusun program kerja dun anggurun Inspeklu1· l'm11l11111lu IV, 
b. membagi tugas kepada bawuhan dan mengaruhlrn11 ptdukHu11n1111 

kegiatan; 
c. merumuskan kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan desa; 

d. mengoordinasikan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi 
terjadinya penyimpangan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan 
urusan pemerintahan desa; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Inspektur Pembantu Wilayah IV; 

f. menyusun laporan pertanggungjawaba.n pelaksanaan kegiatan 
Inspektur Pembantu Wilayah IV; 

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

2. Ketentuan Angka Romawi XII KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN 
TERPADU diubah sehingga Angka Romawi XII berbunyi sebagai berikut: 

XII.BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU 
PINTU. 

A. KEPALA. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
dibidang penanaman modai dan perizinan terpadu. 

2. FUNGSI: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan 

perizinan terpadu; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal 

dan perizinan terpadu ; dan 
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikun olch Bupuli. 

3. RINCIAN TUGAS : 
a. merumuskan program kerja dan anggaran Sadan Penanurnun 

Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pirrtu; 
b. merumus~ kebijakan dibidang Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 
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c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 

d. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 
kegiatan; 

e. menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan perizinan 
terpadu; 

f. menyelenggarakan kesekretariatan Badan; 
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sadan; 
h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tuguR 

Sadan; 
1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepudu 11tuH1H1 KIIIIII 

kelencaran pelaksanaan tugas; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan pernturun 

perundang-undangan yang berlaku. 

B. SEKRETARIAT. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibidang penyus\man 
perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian clun 
keuangan. 

2. FUNGSI: 
a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga 

badan; 
b. pengelolaaan administrasi keuangan Badan;dan 
c. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan Sadan; 

3. RINCIAN TUGAS : 
a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan 

rangkuman rencana kegiatan Subbagian-Subbagian; 
b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 
c. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Sadan; 
d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

dengan seluruh Bidang di lingkungan Badan; 
e. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah 
tangga Sadan sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan Badan; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
kesekretariatan; 

h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
kesekretariatan; 

1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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C. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan 
keuangan. 

2. RINCIAN TUGAS : 
a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan 

dan Keuangan; 
b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 
c. menghimpun dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan 

dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
(RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggara.n (DPA) atau Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Angga.ran (DPPA) sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

e. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan 
administrasi keuangan; 

f. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan 
bidang keuangan di lingkungan Sadan; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan perlUlll,(lo(U1lKi11w11lmn 
pelaksanaan kegiatan Badan; 

h. mengoordinasikan .penyusunan laporan pcrlunggungjuwulmn 
pelaksanaan kegiatan Sadan; 

1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 
kegiatan Badan; 

J. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuui dc!l\1,(1111 kel1•111111111 

peraturan perundang-undungan yung berluku. 

D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN. 

1. TUGAS POKOK : · 
Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi 
umum dan administrasi kepegawaian. 

2. RINCIAN TUGAS: 
a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan 

Kepegawaian; 
b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 
c. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi 

kepegawaian meliputi: usulan kenaikan pangkat, mutasi, 
kenaikan gaji berkala, diklat pe8itw&ir dltn \lr\¼IM Klf'IMAWliifl 
UUftftYli, 4illff atbninistrasi umum serta pengelolaan rumah tangga 
Badan; 
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d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk 
keperluan rumah tangga Badan sesuai dengan kebutuhan, 
anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

e. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Badan untuk tertib 
administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris 
agar dapat digunakan dengan optimal; 

f. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut 
Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian 
lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pela~sanaan kegiatan; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

E. BIDANG PENANAMAN MODAL. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Ba.dan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman 
modal. 

2. FUNGSI: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Penanaman 

Modal; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang 

Penanaman Modal. 

3. RINCIAN TUGAS : 
a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Penunnmun 

Modal; 
b. membagi tugas dan mengarahkan bawahan scHLllli dc11g1111 l,id1111~ 

tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
c. merumuskan kebijakan teknis dibidang penanaman modal; 
d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman 

modal; 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Bidang Penanaman Modal; 
f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaskanaan kegiatan 

Bidang Penanaman Modal; 
g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan luin sesuui d1•11~1111 l<et<i11I 111111 

peraturan perundang-undungan yang berlaku. 
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F. SUBBIDANG PENDAFTARAN, DATA, PROMOS!, DAN Pl~N(H~MUAN<lAN. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal dibidang 
pendaftaran, data, promosi, dan pengembangan. 

2. RINCIAN TU GAS : 
a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang pendaftaran, 

data, promosi, dan pengembangan; 
b. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
c. menyiapkan bahan kebijukan tcknis Subbid11111-< p1•11duft1111111, 

data, promosi, dan pengembangan; 
d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolu.liun, 

analisis, statistifikasi, dan penyajian data dibidang penanaman 
modal; 

e. melaksanakan pengkajian dan pengembangan potensi daerah 
yang mempunyai peluang untuk ditawarkan pada investor; 

f. menyebarluaskan informasi tentang potensi dan peluang 
investasi di daerah melalui berbagai media di tingkat regional, 
nasional dan internasional; 

g. menyusun rencana pola kerjasama dibidang penanaman modal; 
h. melaksanakan kegiatan pengelolaan website Badan yang 

terintegrasi dengan website daerah meliputi pengecekan, 
pemutakhiran data, dan dokumentasi informasi dibidang 
penanaman modal; 

1. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
Subbic!ang pendaftaran, data, promosi, dan pengembangan; 

J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

G. SUBBIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal dibidang 
pengawasan dan pengendalian. 

2. RINCIAN TUGAS : 
a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang pengawasan 

dan pengendalian; 
b. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
c. menyiapkan bahan kebijakan teknis Subbidang pengawasan dan 

pengendalian; 
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan 

perizinan penanaman modal; 
e. menerima pengaduan dari masyarakat dibidunK periiinun 

penanaman modal; 
f. menindaklanjuti, mengkoordinasikun, dun menycll~H11ilw11 

pengaduan masyarakat dibidang perizinan penanaman modul; 
I 
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g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
Subbidang pengawasan dan pengendalian; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

H. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DASAR DAN TERTENTU. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidung pduy1111un 
perizinan dasar dan terten tu. 

2. FUNGSI: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dusar 

dan tertentu; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang pelayanan 

perizinan dasar dan tertentu; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang 

pelayanan perizinan dasar dan tertentu. 

3. RINCIAN TUGAS : 
a. menyusun program kerja bidang pelayanan rH'riii111111 das111· d1111 

tertentu; 
b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanun perii.lnun d11H11r 

dan tertentu; 
c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. mengordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan 

perizinan dasar dan tertentu; 
e. menyusun bahan tata laksana dan prosedur pelayanan perizinan 

dasar dan tertentu; 
f. menyusun kebijakan teknis pemberian insentif kepada investor 

sesuai dengan kewenangan daerah; 
g. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

teknis terkait perizinan dasar dan tertentu; 
h. menyelenggarakan pelayanan perizinan dasar dan tertentu; 
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

bidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu; 
j. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan bidang 

pelayanan perizinan dasar dan tertentu; 
k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku .. 

I. SUBBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DASAR. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Dasar Dan Tertentu 
dibidang pelayanan perizinan dasar. 
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2. RINCIAN TUGAS: 
a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang Pelayanan 

Perizinan Dasar; 
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan 

Dasar; 
c. membagi tugas kepada bawahan clan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 
d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberian insentif kepada 

investor sesuai dengan kewenangan daerah; 
e. menyiapkan formulir-formulir isian pelayanan perizinan dasar; 
f. mengolah data perizinan dasar dan tertentu; 
g. melaksanakan pemrosesan Permohonan perizinan dasar; 
h. mengkoordinasikan tim teknis untuk pengecekan lapangan; 
1. melaksanakan penerbitan perizinan dasar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
j. melaksanakan perhitungan retribusi perizinan dasar yang harus 

dibayar oleh pemohon dan dibayarkan kepada kas daerah; 
k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

penyajian data perizinan dasar; 
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

subbidang pelayanan perizinan dasar; 
m. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan subbidang 

pelayanan perizinan dasar; 
n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuun pernt urun 

perundang-undangan yang berlaku. 

J. SUBBIDANG PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Dasar Dan Tertentu 
dibidang pelayanan perizinan tertentu. 

2. RINCIAN TUGAS : 
a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang Pelayanan 

Perizinan Tertentu; 
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pclnyunnn periil11nn 

Tertentu; 
c. membagi tugas kepada buwahan dan mengurulilrn11 pul11kH1111111111 

kegiatan; 
d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberian insentif kepada 

investor sesuai dengan kewenangan da.era.h; 
e. menyiapkan formulir-formulir isian pelayanan perizinan Tertentu; 
f. melaksanakan pemrosesan permohonan perizinan tertentu; 
g. mengkoordinasikan tim teknis untuk pengecekan. lapangan; 
h. melaksanakan penerbitan perizinan tertentu sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
1. melaksanakan perhitungan retribusi perizinan tertentu yang 

harus dibayar oleh pemohon dan dibayarkan kepada kas daerah; 
J. melaksanakan pengumpulan, p<:mgolahan, penyimpanan dan 

penyajian data perizinan tertentu; 
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

subbidang pelayanan perizinan tertentu; 
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1. menyusun laporan dan pertanggungjawaban lmJ,ti1111111 Hubh!d,1111.( 
pelayanan perizinan tertentu; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kcpml11 ut11:;un 1~1111u 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

K. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA, PENANAMAN MODAL DAN 
NON PERIZINAN. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan 
perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan. 

2. FUNGSI: 
a. pen1musan kebijakan teknis di bidang pelayanan penz1nan 

usaha, penanaman modal dan non perizinan; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang pelayanan 

perizinan usaha, penanaman modal dan non perizinan; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 

pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non 
perizinan. 

3. RINCIAN TUGAS : 
a. menyusun program kerja bidang pe.layanan perizinan usaha, 

penanaman modal dan non perizinan; 
b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan 

usaha, penanaman modal dan non perizinan; 
c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya gqna kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang penzman 

usaha, penanaman modal dan non perizinan; 
e. menyusun kebijakan teknis pemberian insentif kepada investor 

sesuai dengan kewenangan daerah; 
f. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

teknis terkait perizinan usaha, penanaman modal dan non 
perizinan; 

g. menyelenggarakan pelayanan perizinan usaha, penunnmnn 
modal dan non perizinan; 

h. melaporkan data pencrbitan dan pcnolukun periii111111 11Hul111, 
penanaman modal dan non perizinan; 

i. melaksanakan monitoring dan eva\uasi pelaksanuun kegiut.un 
bidang pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non 
perizinan; 

J. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan bidang 
pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan non 
perizinan; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan pemlurnn 
perundan(l-liilndanpn yan1 borlak\rl, 
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• L. SUBBIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA . 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Bidang pelayanan pert.z1nan usaha, 
penanaman modal dan non perizinan di bidang pelayanan perizinan 
usaha. 

2. RINCIAN TUGAS : 
a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang Pelayanan 

Perizinan U saha; 
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan 

usaha; 
c. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 
d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberian insentif kepada 

investor sesuai dengan kewenangan daerah; 
e. menyiapkan formulir-formulir isian pelayanan perizinan usaha; 
f. melaksanakan pemrosesan Permohonan perizinan usaha; 
g. mengkoordinasikan tim teknis untuk pengecekan lapangan; 
h. melaksanakan penerbitan perizinan usaha sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
1. melaksanakan perhitungan retribusi perizinan usaha yang harus 

dibayar oleh pemohon dan dibayarkan kepada kas daerah; 
J. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

penyajian data perizinan usaha; 
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

subbidang pelayanan perizinan usaha; 
I. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan subbidang 

pelayanan perizinan usaha; 
m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

M. SUBBIDANG PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN NON 
PERIZINAN. 

1. TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas Bidang pelayanan perizinan usaha, 
penanaman modal dan non perizinan dibidang pelayanan perizinan 
penanaman modal dan non perizinan. ' 

2. RINCIAN TUGAS: 
a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang Pelayanan 

Perizinan Penanaman Modal Dan Non Perizinan; 
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan 

penanaman modal dan non perizinan; 
c. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 
d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberian insentif kepada 

investor sesuai dengan kewenangan daerah; 
e. menyiapkan formulir-formulir 1s1ar.1. pelayanan perizinan 

penanaman modal dan non perizinan; 
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• f. melaksanakan pemrosesan permohonan perizinan penanaman 
modal dan non perizinan; 

g. mengkoordinasikan tim teknis untuk pengecekan lapangan; 
h. melaksanakan penerbitan perizinan penanaman modal dan non 

perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
1. melaksanakan perhitungan retribusi perizinan penanaman modal 

dan non perizinan yang harus dibayar oleh pemohon dan 
dibayarkan kepada kas daerah; 

J. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 
penyajian data perizinan penanaman modal dan non perizinan; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
subbidang pelayanan perizinan penanaman modal dan non 
perizinan; 

I. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan subbidang 
pelayanan perizinan penanaman modal da.n non perizinan; 

m. menyampaikan saran dan pertim~angan kepudu ulutiun KUIHI 
kelancaran pelaksanaan tugas; · 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kclcntuu11 pcn1t uru11 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K.abupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 

.. -<. ~ ·::-~: ~~~-
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\\ * 
·-~ 

U11gurn11 
23-10-2013 
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